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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Negara republik Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menjalankan sistem 

dan regulasi kepemerintahan dengan mengacu pada sistem demokrasi. Meskipun harus 

diakui bahwa sejarah panjang demokrasi di Indonesia dari masa demokrasi Liberal 

hingga sampai pada Era Orde Baru cukup banyak menyisahkan kejanggalan, namun 

perlu disadari pula bahwa sejarah-sejarah kelam itulah yang telah memberikan asupan 

materi dan pengalaman dan membangkitkan semangat baru dalam kelahiran era 

Reformasi tahun 1998. Reformasi hadir dalam wajah baru yang di mana membawa 

banyak perubahan bagi tubuh demokrasi Indonesia. Salah satu bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap penderitaan masyarakat yang tidak tidak pernah diperhatikan 

selama bertahun-tahun sebelumnya adalah memberikan ruang yang bebas bagi 

masyarakat untuk megekspresikan hak politiknya dan selain itu mengubah model 

pemerintahan yang sebelumnya sentralisasi menuju desentralisasi. Otonomi daerah 

yang diberikan secara luas secara politis telah membawa keberhasilan dalam 

mewujudkan mimpi dan tujuan demokrasi. Akan tetapi, pada saat yang sama otonomi 

daerah juga  datang dengan wajah ganda. Otonomi daerah dalam sisi lain membawa 

keuntungan karena untuk memberikan akses-akses kepada masyarakat tidak lagi 

memakan waktu yang banyak dan tidak lagi melalui metode-metode yang rumit. Di sisi 

lain, otonomi daerah menghadirkan kekhaosan baru bagi masyarakat dalam hal ini 

khsusnya dalam politik. Masyarakat yang telah diberi kebebasan berekspresi dalam 

berpolitik tidak dibarengi dengan asupan materi politik yang memadai. hal itu 

menyebabkan tidak sedikit jumlah warga masyarakat yang melakukan aksi politik yang 

keliru, eksklusif seperti berpolitik mengatasnamakan agama dan budaya atau praktik 

politik identitas. Oleh karena itu, beberapa kesimpulan di bawah ini akan sangat 

penting karena menyangkut makna dari keseluruhan isi tulisan ini dan juga sekaligus 

menjadi catatan akhir dari tulisan ini. 
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Membangun komunikasi dialogis di dalam suatu ruang lingkup masyarakat 

yang plural dengan kadar eksklusivisme yang tinnggi sejatinya bukanlah sebuah 

perkara yang mudah. Lebih pelik lagi jika masyarakat yang menjadi sasaran utama 

dalam upaya membuka jaringan komunikatif itu secara sadar memilih untuk menutup 

diri dari segala macam bentuk perbedaan atau menolak kehadiran yang lain, dalam hal 

ini yang lain yang dimaksudkan adalah orang-orang dengan latar belakang yang 

berbeda baik suku, budaya, ras dan khususnya pilihan politik. Dalam realitas politik 

yang berlangsung di tengah kehidupan demokratis masyarakat adat Pel, ditemukan 

banyak kejanggalan yang di mana kejanggalan-kejanggalan tersebut datang dari dalam 

atau dari masyarakat adat Pel itu sendiri dan kejanggalan yang datang dari luar yang 

adalah kaum politisi yang menanamkan nasionalisme sempit atas prilaku politik 

mereka. Maka dari pada itu, ada beberapa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan isi 

tulisan yang mengulas realitas dampak destruktif eksklusivisme komunikasi politik 

masyarakat adat Pel bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia dalam karya ilmiah 

ini. 

Problematika eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel terjadi 

karena kegagalan mereka dalam melihat realitas politik sebagai sebuah realitas yang 

mencakup hak-hak masyarakat luas atau universal. Dalam pernyataan lain bahwa 

realitas eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel pada dasarnya adalah 

bentuk luapan dari kesadaran mereka yang telah dimanipulasi oleh hukum moral 

budaya masyarakat adat Pel sendiri. Makna hidup persatuan moral budaya yang dalam 

hal ini tujuannya hanya untuk segelintir orang kemudian dilegitimasi seakan-akan 

kebenaran politik itu semata-mata hanya bergantung pada ketentuan-ketentuan hukum 

moral suatu kelompok masyarakat saja. Maka dari sebab itulah, pentingnya membuka 

dan membangun usaha edukatif kepada masyarakat dengan tujuan supaya kekeliruan 

seperti itu tidak lagi terulang dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, jika hal ini atau 

prilaku eksklusif ini terus dibiarkan mengakar di dalam pemikiran masyarakat lantas 

kemanakan tujuan politik sesungguhnya atau mungkinkah eksklusivisme komunikasi 

politik mampu menghantar masyarakat kepada kenyataan hidup yang demokratis, 
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sebagaimana tujuan dari demokrasi pancasila itu sendiri yang adalah mensejahterahkan 

masyarakat dan menegakan keadilan. Sehingga di sini diperlukan usaha-usaha yang 

serius baik dari pemerintah nasional, pemerintah adat, mahasiswa dan khsusnya semua 

elemen-eleman dalam politik dari partai politik hingga para aktivis untuk mengedukasi 

masyarakat adat agar tidak terjebak dalam satu metode pemikiran yang salah. 

Selain faktor dari dalam, terdapat pula faktor dari luar yang melatarbelakangi 

realitas eksklusivisme masyarakat adat Pel tersebut. Faktor yang datang dari luar yang 

dimaksudkan di sini adalah aktor politik atau kaum politis yang dengan sengaja dan 

sadar menenamkam nasionalisme sempit kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

mengurangi dan bahkan menutup kemungkinan-kemungkinan masyarakat dalam 

membuka diri atau menerima kehadiran aktor politis yang barasal dari luar daerah. 

Dengan menanamkan nasionalisme sempit atas praktik politik terhadap pelaku politik 

di sini sudah barang tentu hal itu secara langsung membuka ruang yang makin besar 

terhadap budaya intoleransi dan khususnya dalam kaitanya dengan politik, hal ini  akan 

berdampak langsung pada kualitas demokrasi yang di mana pada akhirnya akan 

bermuara pada kualitas hidup rakyat sendiri. Sementara itu, perlu disadari bahwa 

negara Indonesia adalah negara demokrasi yang lebih mengutamakan keadilan, 

permusyawaratan dan juga berjalan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Dasar 

1945 yang kemudian termuat dalam Pancasila. Jika berkaca dari sudut pandang 

konstitusi politik dan prinsip-prinsip demokrasi maka, perlakuan yang tendensinya 

akan berpotensi melahirkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

merugikan demokrasi mungkin hal ini akan sangat fatal untuk dibumihanguskan dari 

bumi Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka disimpulkan bahwa praktik 

eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel pada umumnya bukan hanya 

semata berdampak destruktif bagi kehidupan masyarakat adat Pel, tetapi labih jauh dari 

pada itu hal itu juga akan berdampak langsung bagi kualitas demokrasi di Indonesia. 

5.2. Usul Saran 
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Masyarakat adat Pel merupakan masyarakat budaya yang masih lekat dan 

kental dengan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur kebudayaannya. Hal ini yang 

kemudian menjadi satu kendala yang rumit bagi mereka untuk kemudian 

menyesuaikan dan memilah antara tuntutan moral dan tuntutan hukum universal. 

Alhasil, tuntutan-tuntutan hukum universal, dalam hal ini ketentuan-ketentuan politik 

dalam demokrasi yang mencakupi kepentingan dan mengandung nilai kebajikan untuk 

masyarakat luas kemudian dianggap membbelenggu mereka. Kehadiran politik 

nasional yang lebih menekankan unsur kebebasan dalam menentukan hak setiap orang 

menjadi satu konep yang seakan-akan memecahbelah persatuan masyarakat yang telah 

terikat dalam satu hukum moral budaya tersebut. Menaggapi hal itu, ada pun beberapa 

saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca, secara khusus kepada masyarakat 

adat Pel antara lain: 

Pertama, masyarakat adat Pel dan juga masyarakat Indonesia mesti terlebih 

dahulu memahami hakekat politik supaya mereka tidak gegabah dalam 

mengekspresikan hak-hak politik mereka. Selain itu, memahami letak perbedaan antara 

hukum moral dan hukum universal bukan semata-mata dipandang sebagai hal 

sederhana. Masyarakat selaku pelaku politik tentu sudah menjadi dasar dari politik itu 

sendiri, sehingga apapun keputusan yang mencakup politik semua itu berasal dari hasil 

partisipasi politik masyarakat. Maka dari sebab itu, untuk menghindari terjadinya 

kerapuhan demokrasi masyarakat harus membuka diri terhadap tuntutan yang ada 

dalam politik baik prinsip dan segala regulasinya. Prinsip dasar politik pada umumnya 

adalah kesetaraan, musyawarah dan kompetitif . Oleh karena itu, membangun 

komunikasi tanpa ada tindakan diskrimnatif serta membumikan sikap toleransi dalam 

hal ini menjadi aspek krusial yang harus mendasari beberapa prinsip yang ada. Hanya 

dengan perilaku seperti itu Indonesia dapat menjadi negara yang sungguh demokratis. 

Kedua, selain masyarakat, tentu tidak menutupi kemungkinan bahwa pelaku 

politik atau aktor politik pun tidak luput dari problem ini. Justru, seharusnya merekalah 

orang yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan politik yang jujur dan 

kompetitif. Aktor politik dan juga Partai Politik sebenarnya memiliki andil yang sangat 
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besar dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak terbelenggu dalam 

pemahaman yang keliru mengenai politik. Bukan aktor politik dan partai politik yang 

malah menjadi biang dari perilaku eksklusif masyarakat. 
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